PEMERINTAH LUNCURKAN KAMPANYE STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK
Jakarta--RRI-Online, Pemerintah bersama dengan The United Nations Children`s Fund (Unicef) meluncurkan kampanye "Stop Kekerasan Terhadap Anak" untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Pada acara peluncuran kampanye dalam rangka peringatan "Hari Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Sedunia" di Jakarta, Senin (19/11), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak. 

"Kampanye ini juga ditujukan untuk mengubah pola pikir, memberikan pemahaman bahwa kekerasan pada anak, dalam bentuk apa pun, tidak boleh dilakukan," katanya pada acara yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Unicef di Indonesia Dr.Gianfranco Rotigliano itu. 

Ia menambahkan, kampanye yang antara lain dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat di media massa itu akan sangat strategis untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai dampak kekerasan terhadap anak. 

"Karena itu saya berharap pesan dalam kampanye ini tidak hanya bergema di kota besar, tetapi juga dapat menjangkau semua masyarakat Indonesia," ujarnya. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, kampanye dan upaya lain yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak harus terus ditingkatkan karena hingga saat ini kasus kekerasan terhadap anak di Tanah Air masih terus terjadi. 

"Seperti diketahui kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di Indonesia dalam beragam bentuk," kata Meutia. 

Ia mencontohkan, di penghujung 2005 ada kasus Ismiyati, anak perempuan usia 10 tahun yang disiksa oleh keluarga pengasuhnya, awal tahun 2006 ada seorang ibu yang mencoba membunuh kedua anaknya dan pada 2007 ada anak bernama Ayu yang disekap di dalam kotak kayu oleh ibu tirinya. 

Statistik, ia melanjutkan, juga menunjukkan bahwa sejak Juni hingga Agustus 2007 pihak kepolisian menerima 16 laporan kasus penculikan anak. 

Aksi 

Menurut Dr.Rotigliano, setiap orang memunyai tanggung jawab untuk menghentikan kekerasan terhadap anak serta memastikan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang terlindungi. 

Semua pihak, menurut dia, mesti ikut serta dalam misi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memastikan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang merugikan anak. 

Pemerintah pun, kata Meutia, dalam hal ini telah menyiapkan sistem perlindungan anak dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak dan mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

Ia menjelaskan, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2204-2009 pemerintah dan masyarakat juga telah memrakarsai penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. 

Selain itu, ia melanjutkan, untuk memberikan fasilitas pelayanan pengaduan dan konsultasi mengenai masalah anak pemerintah telah membuka layanan pengaduan melalui telepon bebas pulsa melalui "Telepon Sahabat Anak" (TESA) pada nomor 129. 

Layanan pengaduan melalui telepon bebas pulsa TESA 129 saat ini telah beroperasi di DKI Jakarta, Banda Aceh, Makassar, Surabaya, Pontianak dan Sidoarjo.
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